DANA TRANSFER DARI PUSAT KE JATENG DIPANGKAS RP127 MILIAR,
GUBERNUR: PROGRAM TETAP JALAN
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Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dana Tranfer Ke Daerah (TKD) dari
pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah terpangkas sebanyak
Rp127.979.376.000.

Dari yang semula Rp8,9 triliun menjadi Rp8,7 triliun.

Jumlah tersebut hasil pengurangan dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk jenis
pekerjaan umum sebesar Rp31.728.761.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain
bidang pendidikan dan kesehatan sebesar Rp96.250.615.000.

Pemangkasan itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025
tentang Penyesuaian Rincian alokasi TKD.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan, pengurangan alokasi TKD hanya
berpengaruh pada program yang berkaitan dengan infrastruktur, khususnya infrastruktur
yang didanai APBN.

Selain program tersebut, masih bisa berjalan sesuai dengan rencana awal

"Cukup berpengaruh pada pelaksanaan program yang bersifat infrastruktur, dikarenakan
pemerintah pusat melakukan revisi anggaran, termasuk TKD terkait belanja infrastruktur,"
kata Luthfi dalam paparannya saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di
Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (6/3/2025).
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Meskipun ada pengurangan alokasi TKD, Luthfi menegaskan, akselerasi program masih
dapat dilakukan, terutama program yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, M Toha mengatakan, kunjungan kerja spesifik
ini untuk memastikan pengelolaan dana TKD di Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota
se-Jawa Tengah, khususnya setelah adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi
anggaran.

Menurut dia, Jawa Tengah sebagai penyangga arus mudik dan balik memiliki kebutuhan
khusus dalam waktu dekat, yaitu perbaikan infrastruktur jalan.

"Jangan sampai ada jalan berlubang selama arus mudik-balik lebaran, sehingga diperlukan
anggaran untuk itu,” kata dia. (*) (Mamdukh Adi Priyanto)
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Catatan :
¢ Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dana Tranfer Ke Daerah (TKD)
dari pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah terpangkas sebanyak
Rp127.979.376.000.
¢ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan

Pengeluaran Daerah.
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b. Pasal 24

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah
dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a) Belanja Daerah; dan
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27
ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara
lain b. belanja modal.

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal
dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana
perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian
dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi
program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).'

¢ Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN
yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan
kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.?

! https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/
* Ibid
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¢ Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari
pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).?

¢ Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

¢ Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.*

e Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.’

e Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana
Transfer Khusus terdiri atas:®
a) DAK Fisik; dan
b) DAK Non Fisik

¢ DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan
khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik.”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat
suatu instansi

® Ibid

* https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan

® Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

¢ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan
Terkait Pendapatan Transfer

[Catatan Berita UJIDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti]



